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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili
perkara — perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis
Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :
PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di
TANGERANG SELATAN, semula sebagai  Tergugat, selanjutnya
disebut Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat
tinggal di TANGERANG SELATAN, yang berkuasa kepada Anita D.J.
Puspokusumo, S.H., M.H. dan Indah Muchdalifah, S.H., Advokat dan
Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2017.

Semula sebagai Penggugat , Selanjutnya disebut sebagai Terbanding” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.,
01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi
1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera
Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis
tanggal 15 Maret 2018 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding
mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari
Selasa tanggal 27 Maret 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan
oleh Pembanding tertanggal 31 Maret 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 5 April 2018 dan salinan memori banding
tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Mei 2018.
Dan pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Mei
2018 dan telah diserahkan kepada Pihak Pembanding tertanggal 31 Mei 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak datang dan tidak
mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (inzage)
berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 Juli
2018 walaupun kepada Pembanding dan Terbanding telah diserahkan relaas
pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 13 Juli 2018
untuk Pembanding dan tanggal 7 Mei 2018 untuk Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam
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peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1),
Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karena itu
permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan
dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan cerai yang
diajukan oleh Terbanding adalah sudah tepat karena didasarkan pada fakta
hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-
bukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis
hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat
Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini
dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan
Pembanding terus menerus terjadi perselisihan atau setidak-tidaknya sering
terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan antara keduanya sejak bulan
Januari 2017 sampai dengan sekarang telah hidup berpisah rumah tempat
tinggal dan keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya
suami isteri serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan juga kedua
belah pihak tetap tidak bisa mengakhiri krisis dalam rumah tangganya itu
dengan perdamaian meskipun upaya damai telah dilakukan baik oleh mediator
maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan, maka
menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perkawinan antara Pembanding
dengan Terbanding itu telah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan
kesalahpahaman antara Terbanding dengan Pembanding tersebut, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, hal tersebut
tidak harus dilihat siapa yang bersalah, dari mana atau dari siapa yang
menyebabkannya, melainkan yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu
masih dapat dipertahankan atau tidak;
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Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tetap ingin rukun kembali
membina rumah tangga dengan Terbanding, namun Terbanding sudah tidak
bersedia lagi hidup bersama dengan Pembanding, hal ini membuktikan bahwa
hati keduanya sudah pecah, lagi pula keduanya terbukti sudah pisah rumah
tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan Januari 2017 dan keduanya sudah
tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada
lagi komunikasi antara keduanya, maka keadaan rumah tangga yang demikian
sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan antara keduanya bisa hidup rukun
kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah
sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan
rumah tangga tersebut termasuk kriteria rumah tangga yang telah pecah
(broken marriage), dan jika tetap dipertahankan, khawatir akan menimbulkan
madharat (tekanan psikis) bagi kedua belah pihak, dan mafsadatnya akan lebih
besar dari manfaatnya, sehingga dalam kontek ini berlaku kaidah fighiyah yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

clladl Gla e e aliall ¢ 5

Artinya : Menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada menarik

maslahat;

Menimbang, bahwa sikap Pembanding yang tetap tidak mau bercerai
dengan Terbanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga
bersama demi menjaga perasaan dan masa depan anaknya, atas sikap
tersebut majelis hakim tingkat banding sangat menghargai dan menghormati
keinginan yang luhur dan mulia itu, akan tetapi karena sikap Terbanding,
sudah bersikeras tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pembanding,
maka sejalan dengan pendapat Ulama Fighi dalam Kitab Ghoyatul Marom Lis
Syarhil Majdi, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim banding dalam

perkara ini sebagai berikut :

Artinya : “Apabila si isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
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maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat/

Terbanding, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hadhanah Terbanding atas anak-
anaknya yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama ditolak dengan dasar
pertimbangan anak-anak tersebut telah mumayyiz dan telah dimintakan
keinginannya untuk ikut kepada Pembanding atau Terbanding apabila kedua
orang tuanya berpisah atau bercerai dan telah ternyata anak-anak tersebut

memilih ikut bersama Pembanding (bapaknya);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan
dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan hadhanah
yang diajukan oleh Terbanding adalah sudah tepat karena didasarkan pada
fakta persidangan dan fakta hukum yang bersumber dari bukti-bukti dan telah
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat
Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk
dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan
tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak Pembanding dan Terbanding
menyatakan ikut dengan Pembanding, Pembanding wajib memberikan akses

kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka cukup alasan untuk menolak tuntutan Terbanding atas hadhanah

sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tuntutan hadhanah yang diajukan Pembanding
sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya yang kemudian telah
dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta

dimasukan dalam Rekonpensi dengan amar gugatan Penggugat Rekonpensi
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tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hadhanah yang diajukan
Pembanding hanya menguraikan kondisi, keadaan dan fakta-fakta yang selama
ini terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, khusus dalam
hal pengasuhan anak-anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim
Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat
Pertama dengan dasar pertimbangan bahwa uraian yang telah dikemukakan
Pembanding dalam jawaban maupun dupliknya bukanlah merupakan petita dari
suatu tuntutan balik (Rekonpensi) sebagaimana ketentuan yang berlaku yang
harus tegas, jelas dan berdasar alasan-alasan yang kuat, juga ternyata
Pembanding telah tidak memuat petitum (yang dituntut/tuntutannya) dengan
jelas; maka atas dasar pertimbangan tersebut, amar putusan yang berkaitan
Rekonpensi harus ditiadakan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut
diatas, maka Putusan Pengadilan ~ Agama  Tigaraksa Nomor
0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal
13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, haruslah dikuatkan dengan perubahan dan
perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada
Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada
Pembanding/Tergugat;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan perundang-undangan serta

Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI

I. Menerima permohonan Banding Pembanding;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan

dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar
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sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

lll.  Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018
Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. A.
Tatang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutardi, dan Drs. H. Moh. Ichwan
Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal
9 Safar 1440 Hijriyah telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh
Mansyur Syah, S.H,. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis
ttd
Drs. H. A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs.Sutardi Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur Syah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Materai :Rp 6.000,-
2. Redaksi :Rp 5.000,-
3. Biaya Proses : Rp 139.000,-

JUMLAH : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya oleh :
WAKIL PANITERA

H. RIFKI, S.H., M.Hum.
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